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Pendahuluan
Lansia adalah periode dimana organisme telah mencapai masa

keemasan atau kejayaannya dalam ukuran, fungsi, dan juga

beberapa telah menunjukkan kemunduran sejalan dengan

berjalannya waktu. Perubahan fungsi organ-organ tubuh, peran

sosial lansia di lingkungan masyarakat, pekerjaan merupakan

suatu hal yang tidak terelakkan, semua itu merupakan proses

alamiah dari manusia yaitu lahir, tua dan meninggal. Masa

lansia merupakan masa dimana lansia mengalami suatu

kehilangan yang bersifat pasti, yaitu berkurangnya fungsi

pendengaran, penglihatan, kekuatan fisik dan kesehatan. Seiring

berjalannya usia para lansia yang usianya sudah tidak produktif

kerap kali identik dengan kemiskinan akibat dari sudah berhenti

masa kerjanya dan tidak mendapatkan upah lagi, dengan

menganggap dirinya sudah tidak produktif lagi dampak paling

buruk yang terjadi adalah para lansia tersebut menjadi orang

yang tidak bermanfaat seperti menjadi pengemis dan

gelandangan

Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan

layanan rehabilitasi sosial yang mencakup

penjangkauan, asesmen, pemenuhan kebutuhan

dasar, konseling, pembinaan kedisiplinan, pelatihan

keterampilan, hingga pemulangan atau reunifikasi

keluarga. Penyelenggaraan layanan sosial tersebut

sesuai dengan Nomor 8 Tahun 2017 tentang

Kesejahteraan Lanjut Usia. Pemerintah Kabupaten

Sidoarjo adalah dengan memberikan pemberdayaan

para lansia tersebut dengan mendirikan Liponsos

(Lingkungan Pondok Sosial) satu-satunya yang

berada di Sidoarjo dan baru berdiri pada tahun 2011.

Tugas pemberdayaan ini menjadi wewenang dari

Liponsos Sidoarjo. Lingkungan Pondok Sosial

(Liponsos) Sidoarjo merupakan tempat tinggal bagi

individu dari berbagai kelompok usia yang

menghadapi berbagai masalah sosial dan ekonomi.
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Data Empiris

Tahun 2023 2024 2025

Laki-Laki 17 15 24

Perempuan 14 18 8

Jumlah 31 33 32

Tabel 1. Data lansia yang ada di Liponsos Kabupaten Sidoarjo tahun 2023-20252025

Berdasrkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah lansia dalam tiga tahun terakhir dapat

dikatakan tidak teradi kenaikan yang cukup siginfikan. Hal tersebut dikarenakan ada

beberapa lansia yang Sudha berapa di Liponsos meninggal dunia atau telah diantarkan

kembali ke keluarga. Liponsos Kabupaten Sidoarjo merupakan tempat menampung

mereka para orang lansia dari berbagai latar belakang sosial yang berbeda. Mulai dari

lansia terlantar karena keluarga, gelandangan, tidak punya rumah sampai eks pengurus

pondok itu sendiri.
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Gab Masalah

• Keterbatasan Sumber Daya Manusia Dalam

Memberikan Layanan Terhadap Lansia Terlantar.

• Kapasitas Liponsos Kabupaten Sidoarjo Yang

Terbatas Dikarenakan Tidak Hanya Lansia Terlantar

Saja Yang Ada Di Dalamnya.

• Kandala Identifikasi Identitas Lansia Dikarenakan

Lansia Tersebut Tidak Memiliki Kartu Identitas (Ktp)

Ataupun Mengalami Dimensia
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Metode

Jenis Penelitian : 

Kualitatif

Lokasi Penelitian :

Dinas Sosial Kab. 

Sidoarjo

Sumber Data :

- Data Primer 

- Data Sekunder

Fokus Penelitian : 

Implementasi menurut

Edward III

Teknik Pengumpulan Data :

- Observasi

- Wawancara

- Dokumentasi

Teknik Penentuan Informan :

Purposive Sampling

Informan : 

1. Kabid Rehabilitasi Dinsos

Kab. Sidoarjo

2. Kepala Liponsos Kab.

Sidoarjo

3. Lansia

Teknik Analisis Data :

1. Pengumpulan data

2. Reduksi Data

3. Penyajian Data

4. Penarikan Kesimpulan
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Analisis dan Pembahasan
Analisis implementasi program menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III yang terdiri atas empat indikator, 
yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi senagai berikut :

1. Komunikasi

Indikator komunikasi dalam implementasi Program Perlindungan Lansia Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo telah
dilaksanakan melalui komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal diwujudkan melalui koordinasi antara
Dinas Sosial, pekerja sosial, TKSK, dan Liponsos dengan pembagian tugas yang jelas sesuai fungsi masing-masing dalam proses
asesmen, penjangkauan, evakuasi, hingga rehabilitasi sosial. Selain itu, komunikasi eksternal dilakukan oleh TKSK melalui
koordinasi dengan masyarakat, RT/RW, serta pemerintah desa atau kelurahan dalam menerima laporan, melakukan verifikasi, dan
menindaklanjuti penanganan lansia terlantar. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala berupa kesulitan memperoleh
informasi identitas lansia terlantar karena tidak memiliki identitas diri dan mengalami demensia sehingga proses penelusuran identitas
memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan berbagai pihak.

2. Sumber Daya

Indikator sumber daya dalam implementasi Program Perlindungan Lansia Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo mencakup
sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Sumber daya manusia terdiri atas pekerja sosial, TKSK, dan petugas Liponsos yang
telah melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing dalam penanganan lansia terlantar. Namun, masih terdapat
keterbatasan jumlah sumber daya manusia, khususnya operator layanan operasional di Liponsos, sehingga petugas harus menangani
beberapa tugas secara bersamaan. Sementara itu, dari aspek sarana dan prasarana, Dinas Sosial telah menyediakan fasilitas pendukung
berupa kendaraan operasional, ruang pelayanan, tempat tinggal lansia, fasilitas kesehatan, serta perlengkapan pemenuhan kebutuhan
dasar yang mendukung pelaksanaan penjangkauan, asesmen, evakuasi, dan rehabilitasi sosial
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Analisis dan Pembahasan
3. Disposisi

Indikator disposisi pada implementasi Program Perlindungan Lansia Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo
menunjukkan adanya komitmen dan tanggung jawab para pelaksana dalam menjalankan program. Hal tersebut terlihat dari
pelaksanaan tugas sesuai dengan kompetensi masing-masing, mulai dari menerima laporan, melakukan asesmen,
penjangkauan, koordinasi, hingga memberikan pelayanan rehabilitasi sosial kepada lansia terlantar. Selain itu, Dinas Sosial
juga melakukan pembinaan kepada petugas untuk menjaga profesionalisme dan kualitas pelayanan.

4. Struktur Birokrasi

Indikator struktur birokrasi dalam implementasi Program Perlindungan Lansia Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo
telah didukung oleh adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembagian tugas yang jelas antarunit pelaksana. SOP
penerimaan lansia terlantar menjadi pedoman bagi seluruh petugas dalam melaksanakan tahapan pelayanan, mulai dari
penerimaan laporan, asesmen, koordinasi, hingga rehabilitasi sosial di Liponsos. Selain itu, pembagian tugas telah dilakukan
sesuai dengan fungsi masing-masing, yaitu Bidang Rehabilitasi Sosial, pekerja sosial, TKSK, pemerintah desa atau kelurahan,
puskesmas, dan Liponsos, sehingga proses penanganan berlangsung secara terkoordinasi tanpa tumpang tindih kewenangan.
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Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Program
Perlindungan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Bagi Lansia
Terlantar, pertama, komunikasi telah berjalan melalui
koordinasi internal dan eksternal dalam proses pelaporan serta
penanganan lansia terlantar, namun masih terkendala sulitnya
memperoleh identitas lansia yang tidak memiliki dokumen diri
atau mengalami demensia. Kedua, sumber daya didukung oleh
pekerja sosial, TKSK, petugas Liponsos, serta sarana dan
prasarana yang memadai, tetapi jumlah operator layanan
operasional di Liponsos masih terbatas. Ketiga, disposisi terlihat
dari komitmen petugas dalam menjalankan tugas sesuai
kompetensi dan tanggung jawab serta adanya pembinaan dari
Dinas Sosial. Keempat, struktur birokrasi telah didukung SOP
dan pembagian tugas yang jelas antar pihak terkait sehingga
proses penanganan lansia terlantar dapat berjalan secara terarah.
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